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ABSTRAK 

Fitri Nadiah Rahima, (2026):  Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan      

Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan 

Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 

Perspektif Fiqih Siyasah 

 

Penelitian di latar belakangi oleh adanya Pendamping desa yang 

memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa melalui 

pendampingan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta peningkatan 

kapasitas pemerintah desa dan masyarakat. Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 

2015 Pasal 12 menegaskan bahwa pendamping desa berperan mendampingi desa 

dalam seluruh tahapan pembangunan desa.  

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan  Peraturan Mentri Desa 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015? Dan 

apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pendamping Desa dalam 

pembangunan desa tersebut? Serta bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap 

peran pendamping dalam pembangunan desa berdasarkan Permendesa PDTT 

tahun 2015 nomor 3 di desa Perawang Barat kecamatan Tualang kabupaten Siak?. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di 

Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang. Sumber data yang digunakan adalah 

data primer berupa hasil observasi, wawancara di lapangan terdiri dari 2 orang 

pendamping desa, 1 orang kepala desa, 1 orang kerani desa, 3 orang juru tulis 

desa, 1 orang badan permusyawaratan desa, 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang 

masyarakat desa. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal hukum, 

artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema. Informan dalam penelitian ini 

berjumlah 12 orang, selanjutnya data diolah dan dianalisi secara deskriptif 

kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran pendamping desa dalam 

pembangunan desa berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 di Desa 

Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini belum terlaksana secara 

optimal dalam menerapkan pembangunan desa, kemudian juga dijumpai faktor-

faktor penghambat yang mempengaruhi dalam peran pendamping desa tersebut. 

Seperti dari segi aspek keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang tidak 

merata serta kuantitas dan kualitas dari pendamping desa itu sendiri. Dan dalam 

perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah peran pendamping desa di Desa Desa 

Perawang Barat Kecamatan Tualang sesuai dengan Fiqih Siyasah dusturiyah, 

namun pelaksanaannya belum optimal. 

 

Kata kunci: Peran, Pendamping, Pembangunan, Perspektif, Fiqih Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Salah satu sistem pemerintahan di Indonesia, sebuah negara dengan 

banyak daerah, adalah sistem pemerintahan desa. Karena desa memiliki 

kekuasaan untuk mengendalikan dan mengelola kepentingan komunitas 

mereka, pemerintahan desa adalah salah satu subsistem dari sistem 

Administrasi Pemerintahan Nasional.1 Menurut sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI), desa adalah satuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah, kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan 

pemerintahan, dan kemampuan untuk mewakili kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan hak-hak tradisional dan hak ulayat.2 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa 

pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat dan system pemerintahan.3 Menurut (Gede 

& Deli) dalam struktur pemerintahan ini terdiri dari Kepala Desa yang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya serta wewenangnya dibantu oleh perangkat 

desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa dimaksudkan untuk mempermudah dan 

mengimplementasikan kebijakan pusat di daerah sehingga pemerintahan 

 
1Sadu Wasistiono, Pemerintahan Desa: Studi tentang Governance dan Demokrasi Lokal, 

(Bandung: Fokusmedia, 2013),  h, 25 
2Muhammad Muiz Raharjo, Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, 

Regulasi, dan Implementasi, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), h 5 

 3Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, tentang Desa, h. 45–54. 
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berjalan dengan efektif karena ada yang mengelola dan mengarahkan 

masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.4  

Menurut Komaruddin agar dapat terlaksana dengan baik maka 

dibuatlah aturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pendamping Desa. Adanya pendamping desa dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong 

pembangunan desa mandiri yang berkesinambungan serta memiliki ketahanan 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa 

dan kota dilakukan dengan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan 

menjadi desa-desa mandiri.5 

Pembangunan adalah bentuk perubahan sosial yang terarah dan 

terprogram melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bangsa Indonesia 

seperti termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah 

mencantumkan tujuan pembangunan nasional.6 Tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan semuanya termasuk dalam pembangunan desa. 

Untuk mencapai keadilan sosial dan perdamaian, pembangunan desa 

 
 4Gede Adi Putra dan Deli Bunga Sarahvistha, “Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri”, dalam Parta: Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Vol. 3., No. 2., (2022), h. 78 

 5Komaruddin, “Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.: Studi 

kasus di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus”, (Skripsi: Universitas 

Islam Negeri Raden Intan, 2008), h. 15 

 6Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008 

h.170. 
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dilaksanakan dengan menempatkan nilai tinggi pada persatuan, kekeluargaan, 

dan kerja sama. agar pembangunan desa berjalan lancar dan menghasilkan. 

Menurut Deriyanto Untuk memungkinkan pedesaan menjadi desa 

mandiri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan. Tingkat pemberdayaan 

yang tinggi akan memungkinkan pedesaan untuk mengurus urusan mereka 

sendiri dan menemukan solusi untuk tantangan mereka sendiri. Diperkirakan 

bahwa kemakmuran dapat ditingkatkan dan masyarakat yang makmur dapat 

dibangun dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Untuk 

membantu pemerintah desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat, pemerintah menunjuk pendamping desa. 7 

Dalam hal pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 

berdasarkan inisiatif masyarakat, hak ulayat, dan adat istiadat setempat, 

kewenangan desa adalah kekuasaan yang dimiliki oleh desa.8  Dengan 

merujuk pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, administrasi desa 

membuat rencana pembangunan desa sesuai dengan yuridisnya. 

Seluruh perangkat desa berpartisipasi dalam pelaksanaan dan 

pengembangan pemerintahan desa, yang dilakukan dalam suasana kolaborasi 

bersama. Hak untuk mengawasi pembangunan desa adalah milik masyarakat 

setempat. Pemerintah desa menerima bantuan teknis dari administrasi 

 
 7Deryanto Kususma adi Pandanga, “Peranan Pendamping Desa Kecamatan dalam 

Mendampingi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat”, Skripsi (Yogyakarta: APMD.2019), 

h. 6 

 8Djuni Pristianyo, Panduan Penyusunan RPSM Desa, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015), 

h. 5 
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kabupaten/kota melalui unit kerja perangkat daerah dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan desa. Pendamping  profesional dan kader 

pemberdayaan masyarakat dapat membantu kepala desa mengawasi 

pembangunan desa.9  

Dalam Permendesa PDTT Tahun 2015 Nomor 3 Pasal 5 tentang 

Pendamping Desa disebutkan bahwa tenaga pendamping professional terdiri 

atas Pendamping Desa, Pendamping Teknis, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan 

Masyarakat.10 Dalam mendampingi desa melaksanakan pembangunan desa 

haruslah didampingi oleh pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk 

mendampingi desa dan mampu mendampingi pendamping lokal desa.  

Menurut Undang-Undang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia menciptakan posisi 

Pendamping Desa, yang tugasnya adalah memperkuat pemberdayaan 

masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa,11 sesuai dengan Pasal 11 Permendesa PDTT Nomor 3 

Tahun 2015. Selain itu, Pendamping desa sangat penting dalam mendorong 

pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.  

Pendamping desa berperan memberikan dukungan, perencanaan, 

arahan, dan fasilitas desa dengan tujuan memberdayakan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat desa untuk menjadi kuat, otonom, demokratis, dan 

 
 9Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, h. 3 

 10Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal Transmigrasi Nomor 3 Tahun 

2015 Tentang Perdampingan desa, h. 4 

 11Harpin Syah dan Asmu, “Efektivitas Fungsi Pendamping Lokal Desa Dlam 

Pembangunan Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin”, dalam Jurnal 

Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol. 2., No. 1., (2020), h. 3. 



5 

 

 

 

progresif adalah tujuan utama dari pendamping desa. Tindakan pendamping 

desa meliputi mengorganisir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-

isu penting, dan memperkuat kapasitas pemerintah. Selain itu, hal ini 

menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah dengan 

mempromosikan pembangunan partisipatif dan memperkuat diskusi desa 

sebagai forum untuk demokrasi lokal dan akuntabilitas. Membangun frekuensi 

yang sama antara pendamping dengan yang didampingi. 

Menyamakan ahl al-hall wa al-‘aqd dengan ulil amri yang disebutkan 

dalam surat An-Nisa (4): 59 Allah SWT berfirman: 

تُأ  ن تنَََزَعأ
ِ
رِ مِنكُُأ ۖ فاَ َمأ لْأ

 
سُولَ وَٱُو۟لِِ ٱ لرذ

 
َ وَٱَطِيعُوا۟ ٱ للَّذ

 
ينَ ءَامَنوُٓا۟ ٱَطِيعُوا۟ ٱ ِ لَّذ

 
اَ ٱ َٰٓأيَُّه ِ يَ ز للَّذ

 
لَِ ٱ

ِ
ءٍ فرَُدهوهُ ا     فِِ شََأ

سَنُ تأَوِْيلً  ٌ وَٱَحأ لَِِ خَيْأ ءَاخِرِ ۚ ذَز لأ
 
مِ ٱ لأيَوأ

 
ِ وَٱ للَّذ

 
مِنوُنَ بِأ ن كُنتُأ تؤُأ

ِ
سُولِ ا لرذ

 
 وَٱ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang 

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia 

dan di akhirat).12 

Ahl al-hall wa al-aqd ini berfokus pada kewajiban sebagai wakil umat, 

yang telah diatur dalam undang-undang dan Hukum Islam. Hal yang akan kita 

kaji adalah  peran  ahl al-hall  wa al-aqd dalam  melaksanakan  tugasnya 

untuk kemaslahatan umat. Prinsip dasar yang yang berkaitan dengan 

pemerintahan. Aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemeritahan 

dalam  menjalankan  tugasnya. Fokus pada Siyasah Dusturiyah ini kaitannya 

 
12Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: Bintang Indonesia, 

2011), h. 87 
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dengan pendamping desa atau tenaga professional yang membantu mengurai 

persoalan dalam masyarakat. Dalam hal ini yang diurai adalah konsep dalam 

meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat untuk seluruh warganya 

sesuai dengan tuntunan syari’ah.13 

Hal ini sejalan dengan pandangan Islam, Islam memandang 

masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan 

saling mendukung. Antar pribadi masyarakat mempunyai keterkaitan yang 

idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi 

merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna menumpuk 

kerukunan dan silahturahmi antar sesama.  

Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan 

berpegang pada 3 prinsip utama: ketiga prinsip tersebut adalah prinsip 

Ukhuwwah, prinsip Ta’awun, dan Prinsip Persamaan Derajat. Makna dari 

prinsip tersebut adalah mengarahkan manusia untuk saling membantu. Karena 

manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak ada yang 

mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.  
Berdasarkan pengamatan awal peneliti serta informasi yang diperoleh 

dari aparatur Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 

pembangunan sarana dan prasarana desa belum sepenuhnya memberikan 

dampak yang optimal bagi masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana desa 

yang telah dibangun belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara 

sebagian lainnya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat 

 
 13Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014, h. 138 
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desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan masih 

cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada 

perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif.  

Selain itu, informasi yang penulis dapatkan melalui Kerani Desa 

Perawang Barat Bapak Syahrial, SE, mengatakan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sarana dan prasarana 

desa masih relatif rendah. Musyawarah desa sering kali hanya dihadiri oleh 

aparatur desa dan perwakilan tertentu, sehingga aspirasi masyarakat belum 

sepenuhnya terakomodasi. Akibatnya, pembangunan sarana dan prasarana 

desa kurang tepat sasaran dan tidak sepenuhnya mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa Perawang Barat.14 Fenomena ini juga 

berdampak pada lemahnya rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat 

terhadap hasil pembangunan desa . 

Di sisi lain, pemerintah desa menghadapi keterbatasan kapasitas teknis 

dan administratif dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan 

sarana dan prasarana desa. Keterbatasan tersebut seharusnya dapat 

diminimalisir melalui peran pendamping desa sebagai fasilitator, pembina, dan 

penggerak pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, pendampingan yang 

dilakukan belum berjalan secara intensif dan berkelanjutan, sehingga 

pembangunan sarana dan prasarana desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan.15 

 
14Syahrial,, Sekretaris Desa Perawang Barat, Wawancara, 14 Januari 2026 

 15Riadi Selamet, “Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri”, dalam 

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Volume 3, No. 2, Desember.( 2022), hal. 3. 
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Okem et.al menunjukkan bahwa peran pendamping desa dalam 

pembangunan belum terealisasi secara optimal, terutama dalam mendorong 

partisipasi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan permasalahan substantif 

yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks pembangunan sarana dan 

prasarana desa. 16 Ketidakoptimalan peran pendamping desa tersebut terlihat 

antara lain pada aspek pendampingan perencanaan pembangunan desa yang 

belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat, lemahnya penguatan 

kapasitas aparatur desa, serta kurang efektifnya pendampingan dalam 

pembangunan sarana dan prasarana desa. Padahal, menurut Sutoro Eko, 

pendamping desa seharusnya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan 

katalisator yang mampu memperkuat kapasitas pemerintah desa dan 

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Ketika peran 

tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan pendampingan desa untuk 

mewujudkan desa mandiri menjadi sulit tercapai.17 

Pendamping desa dalam melaksanaakan tugasnya mendampingi desa 

meliputi antara lain: 

1. Mendampingi desa dalam  perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan 

terhadap pembangunan desa dan pembedayaan masyarakat desa. 

2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial 

dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya 

 
 16Okem, Kezia Betania, Sofia Pangemanan, & Herman Nayoan, “Peran Pendamping Desa 

Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat,” Politico: Jurnal Ilmu Politik 13, no. 1 

(2024). h.8 

 17Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: Forum Pengembangan 

Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), h. 43. 
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alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga 

kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat 

desa. 

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat 

desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa 

Perawang Barat. 

6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara 

partisipasif.18 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peran pendamping desa tidak 

hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam memastikan pembangunan 

desa, khususnya pembangunan sarana dan prasarana desa, berjalan secara 

partisipatif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan terhadap kondisi 

social dan ketentuan yang ada, penulis menemukan beberapa gejala, yaitu : 

1. Pertama, pendampingan dalam perencanaan pembangunan desa belum 

berjalan optimal, karena pendamping desa belum sepenuhnya mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan sarana dan prasarana desa. Akibatnya, perencanaan 

 
 18Peraturan Menteri Desa Pembangunan Derah tertinggal Nomor 03 Tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa pasal 12. 
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pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata 

masyarakat. 

2. Kedua, pendampingan dalam pelaksanaan dan pemantauan pembangunan 

sarana dan prasarana desa masih lemah, yang ditandai dengan kurangnya 

pendampingan teknis dan minimnya evaluasi terhadap hasil pembangunan. 

Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pemanfaatan sarana dan 

prasarana desa yang telah dibangun. 

3. Ketiga, peningkatan kapasitas aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan 

desa belum dilaksanakan secara maksimal. Pendamping desa belum 

sepenuhnya menjalankan perannya dalam memberikan pembinaan dan 

penguatan kapasitas, sehingga aparatur desa masih mengalami 

keterbatasan dalam mengelola pembangunan sarana dan prasarana desa 

secara mandiri. 

4. Keempat, pengorganisasian kelompok masyarakat desa dan peningkatan 

kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan optimal, 

yang menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga, 

memanfaatkan, dan mengembangkan sarana dan prasarana desa. 

5. Kelima, koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan belum berjalan 

efektif, sehingga pendampingan yang dilakukan cenderung bersifat 

sporadis dan tidak berkesinambungan. Kondisi ini berdampak pada tidak 

maksimalnya fungsi pendamping desa dalam mendukung pembangunan 

sarana dan prasarana Desa Perawang Barat. 
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Berdasarkan fenomena empiris tersebut, dapat ditegaskan bahwa 

permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran 

pendamping desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa 

Perawang Barat, jika ditinjau dari ketentuan Permendesa PDTT Nomor 3 

Tahun 2015 Pasal 12. Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan realitas 

di lapangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini, 

guna mengetahui bagaimana peran pendamping desa dijalankan, faktor-faktor 

yang memengaruhinya, serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif fiqih 

siyasah. khususnya dilokasi penelitian yaitu Desa Perawang Barat di 

Kecamatan Tualang. 

Hadirnya pendamping desa ini, terutama yang bertugas dalam 

pembangunan sarana dan prasarana desa merupakan implementasi dari 

pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015. tentang Desa, hal ini termaktub dalam 

pasal 12 ayat 2 berisikan tentang mendampingi desa dalam melaksanakan 

pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, 

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan 

sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan 

meningkatkan pengetahuan sikap perilaku, keterampilan, kesadaran, 

kemampuan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat Desa Perawang Barat. Dari penjelasan diatas 
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menjelaskan bahwa perlu adanya pendampingan desa untuk membantu 

pemerintah dalam memberikan kesejahteraan Desa Perawang Barat. 

Pendamping desa merupakan tenaga pembantu, yaitu membantu 

pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan desa. 

Pendamping desa sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam 

bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi desa dalam 

mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014.19 Pendamping desa 

membantu desa menjadi mandiri dalam berbagai bidang seperti pemberdayaan 

masyarakat, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan 

bekerja sama dengan perangkat desa untuk meningkatkan prakarsa. 

Pendamping desa memiliki kewenangan penuh untuk mengetahui, melihat, 

dan mengontrol kinerja pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang, 

Peraturan Menteri Desa, dan segala sesuatu yang mampu memberikan 

kemandirian desa.20 

Pendamping desa di Kecamatan Tualang berjumlah 2 orang, 1 orang 

pendamping desa untuk kecamatan dan 1 orang pendamping alokasi dana desa 

untuk kecamatan, adapun untuk pendamping local desa untuk satu kecamatan 

berjumlah 4 orang untuk 9 desa di Kecamatan Tualang. Dengan adanya 

pembagian pendamping desa beserta tugas dan wewenangnya masing-masing, 

 
 19Irfan Thahir, “Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di 

Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima”. Dalam EduSociata Jurnal Pendidikan 

Sosiologi, Volume 4., No. 1., (2020), h. 40. 

 20Ibid 
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sangat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan bersifat 

pembangunan. Desa Perawang Barat termasuk salah satu dari desa yang 

tertinggal, mestinya bisa menjadi desa yang berkembang bahkan maju atau 

mandiri. Baik dari segi sumber daya alam, sumberdaya manusia, serta 

pembangunannya. 

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti adalah peran 

pendamping desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan akan dikaji dengan 

teori Islam, yaitu Fiqih Siyasah. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam 

Pembangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten 

Siak Berdasarkan Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Fiqih 

Siyasah”.  

 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, 

maka penulis hanya akan membahas tentang Peran Pendamping Desa Dalam 

Pembangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 

Berdasarkan  Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah. 
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 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat diambil dan 

dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topic pembahasan 

penelitian in: 

1. Bagaimana Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa 

Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan  

Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 3 Tahun 2015? 

2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi Peran Pendamping Desa dalam 

Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten 

Siak berdasarkan  Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015? 

3. Bagaimana Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa 

Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan  

Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 3 Tahun 2015 perspektif fiqih siyasah? 

 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Peneliti 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di 

Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan  

Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Peran Pendamping 

Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Mentri Desa 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 

2015. 

c. Untuk mengetahui Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di 

Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan 

Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 perspektif fiqih siyasah. 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di 

fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis 

dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum 

Tata Negara (Siyasah). 

c. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan 

sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Kerangka Teoritis 

1. Peran 

Peran Dalam sosial merupakan serangkaian perilaku yang 

diharapkan masyarakat dari individu sesuai posisinya dalam struktur 

social. Dalam sosiologi, peran mencerminkan tindakan individu 

berdasarkan berdasarkan ekspektasi social, seperti kepala desa yang 

bertugas memimpin pembangunan demi kesejahteraan warga. Peran ini 

bervariasi dalam setiap kelompok social, misalnya dalam keluarga (anak, 

orang tua, saudara) maupun dalam masyarakat luas, di mana seseorang 

dapat menjalani peran ganda seperti menjadi guru sekaligus oranag tua. 

Kompleksitas ini juga terlihat dalam dunia profesi, di mana setiap 

pekerjaan memiliki tuntutan dan etika tersendiri, seperti dokter yang harus 

merawat pasien dengan keahloian atau insinyur yang merancang struktur 

aman.21 

Peranan dan kedudukan  saling  tergantung  satu  sama  lain.  Tidak  

ada  peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa 

peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan 

pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa 

yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang 

diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting 

 
 21R. K. Merton, Social Structure and Anomie (New York: free Press, 2021), h. 112 
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karena mengatur  perilaku seseorang peranan dapat membuat seseorang, 

menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang 

dikelompoknya. 

Ralph Linton sebagaimana dikutip oleh Soekanto mengatakan, 

bahwa peran memiliki dua arti. Pertama, setiap orang memiliki 

berbagaiperan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dimana 

peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya demikian setiap 

orang yang menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu 

dengan yang lainnya. Kedua, yaitu Hubungan sosial dalam masyarakat 

merupakan hubungan antara peran sesama Individu dalam Masyarakat. 

Dimana peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam 

Masyarakat.22 

Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan 

(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang 

memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh 

masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.23 

Pentingnya suatu peranan adalah karena ia mengatur perilaku 

seseorang. Peranan juga menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu 

dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang- orang 

sekelompoknya. 

 
 22Soerjono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 

2007), h. 23 

 23Ibid, h. 24. 
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2. Desa 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.24 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan 

rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh 

pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. 

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan 

sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu 

ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh 

unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling 

berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan 

daerah-daerah lain.25 Adapun pengertian desa menurut beberapa sumber: 

a. Menurut Rahardjo, Desa adalah sebuah komunitas yang selalu 

dikaitkan dengan kebersahajaan, keterbelakangan, tradisionalisme, 

subsistensi, dan keterisolasian.26 

 
 24Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 7 

 25R. Bintaro, Desa-Kota, ( Bandung: Alumni, 1986), h. 11. 

 26Jefri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah", 

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, h. 75 
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b. Menurut H.A.W. Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak asal usul yang 

bersifat istimewa.27 

c. Menurut Maschab menjadikan pengertian desa menjadi 3 (tiga) 

penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, dimana desa 

diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. 

Pengertian secara ekonomi,  desa adalah suatu lingkungan masyarakat 

yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa 

yang disediakan alam disekitarnya. Dan pengertian secara politik, desa 

adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang 

secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan 

bagian dari pemerintahan negara.28 

d. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu badan 

hukum dalam pengertian abstrak, yang berlandaskan pada kedaulatan 

rakyat dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri.29 

e. Menurut Poerwadarminta, desa dapat berarti (1) sekelompok rumah 

diluar kota yang merupakan kesatuan, (2) kampung, dusun atau udik 

dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota, (3) tempat, tanah, 

dan daerah. Pedesaan berarti daerah pemukiman penduduk yang sangat 

 
 27H.A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.. 

3 

 28Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, PolGov Fisipol UGM, 

Yogyakarta, 2013, h. 1 

 29Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 205-206 
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dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting 

terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk ditempat itu.30 

Dengan demikian desa merupakan kelompok masyarakat yang 

bertempat tinggal di suatu daerah yang terorganisir. Desa juga suatu badan 

hukum yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. 

3. Pembangunan 

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.31 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembangunan adalah cara atau 

keadaan hidup yang harus dipandang dari sudut kualitas yang dilihat dari 

pemikiran menyeluruh dan dari sudut kuantitas yang dapat diukur dan 

diamati. 

Pembangunan adalah proses perubahan menuju lebih baik sebagai 

tujuan dari dilaksanakannya pembangunan. Untuk mendukung setiap 

prosesnya pembangunan harus memperhatikan hal-hal penting. 

Permasalahan yang sering muncul adalah terdapat aspek-aspek yang 

merasa dirugikan dalam pelaksanaan pembangunan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program 

Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2014 dan Program 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan 

 
 30 Poerwadarminta, W.J.S., 1976, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Diolah Kembali 

Oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Pn. 

Balai Pustaka, Jakarta. Hal 35 

 31 Undang-Undang republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat adalah 

meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan 

organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan 

perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat 

luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, 

sosial dan politik.32 

4. Pendamping Desa 

Pendamping desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang 

pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk 

meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.33 Pendamping desa 

memiliki 2 pembagian:  

a. Pendamping Desa APBN 

   Pendamping Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara merupakan tenaga profesional yang ditugaskan oleh 

pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk melakukan 

pendampingan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa dalam 

penyelenggaraan pembangunan desa. Pendamping desa ini memiliki 

peran penting dalam  membantu pemerintah desa melaksanakan 

 
 32Noor Munawar,”Pemberdayaan masyarakat”,dalam Jurnal Ilmiah Civis, Vol.1., No.2., 

(2011), h.90 

 33Pendamping desa, artikel dari https://id.wikipwdia.org/wiki/Pendamping_desa/, Diakses 

pada 3 Oktober 2024 

https://id.wikipwdia.org/wiki/Pendamping_desa/
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proses pembangunan desa secara terarah, transparan, partisipatif, dan 

akuntabel.  

    Pendamping Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara bertugas mendampingi pemerintah desa mulai dari 

tahap perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan 

pembangunan, hingga tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan 

desa. Selain itu, pendamping desa juga berfungsi memberikan 

bimbingan dan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam menyusun 

dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti Rencana 

Pembangunan  Jangka Menengah  Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. Melalui kegiatan pendampingan tersebut diharapkan 

pemerintah desa mampu mengelola pembangunan desa secara efektif 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.34 

b. Pendamping Desa ADK 

   Pendamping Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa atau 

Alokasi Dana Kampung  merupakan tenaga pendamping yang dibiayai 

oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dibiayai oleh 

dana yang berasal dari pemerintah daerah. Keberadaan pendamping 

desa tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah 

desa dalam melaksanakan pengelolaan pemerintahan desa dan 

 
 34Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 4 
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pembangunan desa secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

   Pendamping Desa yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa atau 

Alokasi Dana Kampung memiliki tugas untuk memberikan 

pendampingan kepada aparatur pemerintah desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, 

pelaksanaan program pembangunan desa, serta pemberdayaan 

masyarakat desa. Selain itu, pendamping desa tersebut juga berperan 

dalam memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa 

agar pengelolaan dana pembangunan desa dapat dilaksanakan secara 

transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya pendamping desa 

tersebut diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan 

secara lebih efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa.35 

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam 

penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa.36 Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 4 sampai 10 

menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping 

yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga.  

 
 35Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2011, halaman 152 
36Moch Aldi Rakhmadi,et.al, “Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Program 

Pembangunan Desa di Kabupaten Kaloka”, dalam Jurnal Administrasi Pembangunan dan 

Kebijakan Publik, Vol. 12., No. 2., (2021), h. 191. 
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Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping 

Profesional terdiri atas: 

a. Pendampingan Desa (PD) yang berkedududkan di tingkat kecamatan 

b. Pendamping Teknik yang berda di tingkat kabupaten 

c. Tenaga Ahli yang berada ditingkat Provinsi atau pusat 

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam 

penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa.37 Dalam Permendesa PDTT nomor 3 tahun 2015 disebutkan bahwa 

tugas-tugas dari Pendamping Desa sebagai berikut: 

a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan 

sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan 

sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana 

prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga 

kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok 

masyarakat Desa. 

 
 37Ibid 
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e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader 

pembangunan Desa yang baru. 

f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara 

partisipatif. 

g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan 

memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan pengertian dan tugas-tugas pendamping desa dapat 

disimpulkan pendamping desa merupakan satuan kerja yang diutus oleh 

pemerintahkan yang bertugas mendampingi dan membantu desa dalam 

menjalankan system pemerintahan. 

5. Fiqih Siyasah 

a.  Pengertian Fiqih Siyasah 

Fiqih Siyasah merupakan Tarkib Idhafi atau kalimat majemuk 

yang terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan siyasah. Secara etimologis, 

fiqih merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha- yafqahu-

fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga 

dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan 

secara terminologis, fiqih lebih populer didefinisikan sebagai berikut: 
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Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang 

dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.38 

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di 

kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, 

siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih 

dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun 

Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan 

wahyu untuk mengaturnya.  

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan 

dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan 

kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta 

hak dan kewajiban dalam mencapai tujuan negara.39 

b.  Ruang Lingkup Fiqih Siyasah 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukn ruang lingkup 

kajian Fiqih Siyasah. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. 

Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang 

pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang 

lingkup kajian Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang. 

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah 

mencakup: 

1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyasah Dusturiyah). 

 
 38Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 18. 

 39Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam,(Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30. 
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2) Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah). 

3) Peradilan (Siyasah Sadha’iyah). 

4) Hukum Perang (Siyasah Harbiah). 

5) Administrasi Negara (Siyasah Idariyah). 

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang 

kajian yaitu: 

1) Peradilan. 

2) Administrasi. 

3) Moneter. 

4) Serba hubungan international. 

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih memperkecil menjadi 

tiga bidang kajian saja yaitu: 

1) Peradilan. 

2) Hubungan international. 

3) Dan keuangan Negara 

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah 

membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang yaitu: 

1) Politik pembuantan perundang-undangan. 

2) Politik hukum. 

3) Politik peradilan. 

4) Politik moneter/ekonomi. 

5) Politik administrasi. 

6) Politik hubungan international. 
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7) Politik peperangan. 

Berdasaran perbedaan pendapat di atas, pembagian Fiqih Siyasah 

dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu : 

1) Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah). Bagian 

ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri’iyah) 

oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha’iyah) oleh lembaga 

yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi 

atau aksekutif. 

2) Politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijiah). Bagian ini 

mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan 

warga Negara non-muslim (al-Siyasah al-Dualiyah) atau disebut 

juga dengan hubungan internasional. 

3) Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah). 

Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah 

negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, 

pajak dan perbankan.40 

 Dan berdasarkan pengertian dan pendapat di atas tentang 

pembagian ruang lingkup Fiqih Siyasah, peneliti mengambil Siyasah 

Dusturiah sebagai pendekatan dan landasan dalam penelitian ini. 

c.  Konsep Siyasah Dusturiyah Tentang Pemerintahan 

Fiqih siyasah dusturiyah, adalah fiqih yang mengatur hubungan 

antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga 

 
 40Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 14. 
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negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi 

suatu negara.41 kata dusturi berarti kumpulan kaidah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat 

dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang 

tertulis. 

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara 

manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-

peraturannya, dan adat istiadatnya. Kata dusturi dengan constitution 

dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa 

indonesia. Dengan demikian Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqih 

Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar 

sejalan dengan Syariah Islam. Artinya, undang-undang itu 

konstitusinya mengacu dan meceriminkan prinsip-prinsip hukum 

Islam, yang digali dari Al-Qur’an, dan As-Sunnah, baik mengenai 

akhlak, ibadah, akhlak muamalah, maupun semua yang berhubungan 

dengan ketatanegaraan.42 

Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah negara hukum Islam adalah 

landasan paling utama adalah Al-Qur’an sebagaimana sumber utama, 

dan Hadis sebagai sumber kedua dalam menetapkan suatu hukum, dan 

ijtihad para Ulama sebagai pegangan untuk memecahkan berbagai 

macam permasalahan di masyarakat yang tidak boleh bertentangan 

 
 41Dzajuli, Fiqih Siyasah: Implementasi KemaslahatanUumam dalam Rambu-Rambu 

Syariat, (Jakarta:Kencana, 2003), cet Ke-3, h.31 

 42Jubair Sitomurang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Bandung:Pustaka Setia, 

2012), cet ke-1, h.20 
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dengan sumber utama. Sedangkan menurut negara hukum di 

Indonesia ada sebagai pendukung yang tidak boleh bertentangan 

Undang-undang Dasar 1945. Sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an 

dan sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi 

Islam harus dijalankan oleh negara. Islam hanya mengatur yang umum 

saja namun, Islam mengatur prinsip-prinsip nomokrasi Islam 

diantaranya:43 

1) Prinsip kekuasaan Sebagai Amanah 

 Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur’an surah  

An-Nisa (4): 58 : 

نهتِ   َمه َ يأَمُْرُكُُأ اَنأ تؤَُدهوا الْأ َٰٓ اِنذ الٰلَّه لِهَ  اِلِه َ   حَكََأتُأ اۙ وَاِذَا  اَهأ ا  اَنأ   النذاسِ   بيَأ كَُُوأ لِِۗ اِنذ  بِِلأعَ   تََأ دأ

 َ ا الٰلَّه ِۗ اِنذ  بِ  يعَِظُكُُأ   نِعِمذ َ ه  عً  كََنَ   الٰلَّه يأ ً سََِ  ا ۢ بصَِيْأ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu 

tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”44 

 Apabila ayat tersebut dirumuskan menggunakan metode 

pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin 

dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka ayat tersebut dapat 

ditarik dua garis hukum yaitu. Garis hukum pertama: manusia 

diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang 

 
 43Yusuf Qardhawi, Fiqih Negara (Jakarta: Robbani Press,1997), h. 32. 

 44Kementrian Agama RI, Op.cit., h.58. 
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berhak menerimanya. Garis hukum kedua: manusia diwajibkan 

menetapkan hukum dengan adil.  

 Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut 

amanat dapat diartikan titipan atau pesan. Dalam konteks 

kekuasaan negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai 

suatu pendelegasian atau pelimpahan. 

2) Prinsip penegakkan keadilan 

     Prinsip Islam dalam suatu negara mengandung suatu 

konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan kedilan yang 

diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin 

humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan terlalu 

mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia 

menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam 

nomokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukan nya yang 

wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. 

3) Prinsip Musyawarah 

    Prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah 

dari Allah sebagaimana dikatakan dalam Al-Qurán surah Ali Imron 

(3): 159 yang artinya “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah 

kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 

bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 

dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
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urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 

maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”45 

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar 

menukarpikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang 

diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada 

suatu pengambilan keputusan. 

4) Prinsip Perdamaian 

Al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar 

masuk ke dalam perdamaian, sebagaimana didalam Al-Qur‟an 

surat al-Baqarah (2): 208 : 

اَ  َيُّه َٰٓ يأنَ يٰه ِ مَنوُا الَّذ ا  اه خُلُوأ لأِ  فِِ  ادأ لَْ كََا  السِٰ افذةًۖ وذ ذبِعُوأ تِ  تتَ ذهٗ الش ذ  خُطُوه نِِۗ اِن ٌ  عدَُو   لكَُُأ يأطه بِيأ    مه

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke 

dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan 

janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia 

musuh yang nyata bagimu.”46 

   Dalam pandangan Siyasah Dusturiah, dalam 

perkembangannya hampir seluruh Pemerintah (Negara) 

menerapakan konsep negara hukum dengan segala varian asas dan 

bentuknya, walaupun terdapat negara-negara tertentu yang 

bertahan dengan sistem kedaulatan bedasarkan kekuasaan. Dalam 

mengartikan hukum sebagai asas kedaulatan, terdapat dua tradisi 

 
 45Ibid 

 

 46Ibid., h.32. 
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(aliran) dalam konsepsi negara hukum yaitu, konsep negara hukum 

rechtstaat dan konsep negara hukum the rule of law.47 

 Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan 

penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan 

penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini 

adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 

1. Skripisi karya Ahmad Sulaiman yang berjudul “Kinerja Pendamping 

Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Di kecamatan Natar Lampung 

Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pendamping lokal 

desa dalam mendampingi desa di Kecamatan Natar belum cukup baik. Hal 

ini berdasarkan indikator kinerja pendamping lokal desa yang dapat dilihat 

melalui produktivitas yang belum cukup baik, responsivitas pendamping 

lokal desa yang belum maksimal, responsibilitas dan akuntabilitas yang 

belum baik. Perbedaan penelitian: Lokasi penelitian, Penelitian terdahulu 

meneliti dikecamatan Natar Lampung selatan sedangkam penelitian 

penulis di desa Perawang Barat kecamatan Tualang kabupaten Siak. Selain 

 
 47Marzuki Manurung dkk., “Rule of Law atau Negara Hukum,” Jurnal Pendidikan 

Tambusai, Vol. 9 No. 2, 2024, hlm. 3. 
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Itu pada penelitisn terdahulu tidak menggunakan perspektif fikih siyasah 

sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah48 

2. Skripsi Karya Komaruddin (2018) Peran Pendamping Desa Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan 

Kabupaten Tanggamus). Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan 

pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan didalam 

Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang desa serta Peraturan 

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa melalui 

peran Pendamping Desa di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan telah 

terealisasi yaitu, dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan 

masyarakat.  

  Meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah 

dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberdayaan yang dilaksanakan di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan 

belum maksimal. Perbedaan penelitian: lokasi penelitian, Penelitian 

terdahulu meneliti di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus sedangkan penelitian penulis di desa Perawang Barat 

kecamatan Tualang kabupaten Siak. Selain itu pada penelitian terdahulu 

tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan penelitian penulis 

menggunakan perspektif fikih siyasah. Dan penelitian terdahulu ini 

terfokus pada Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

 
 48Ahmad Sulaiman, “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa di 

Kecamatan Natar Lampung Selatan” (Lampung: Universitas Lampung, 2018). 
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sedang penelitian penulis terfokus pada peran pendamping desa terhadap 

pembangunan.49 

3. Skripsi Karya Maria Christina (2017) Kinerja Pendamping Lokal Desa 

Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Kalirejo 

Kabupaten Lampun Tengah. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja 

Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 

Tengah. Hasil Penelitian Menunjukkan Prestasi kerja (achievement) dari 

Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 

Tengah belum memperlihatkan hasil yang positif dan belum dilaksanakan 

secara maksimal. Keahlian (skill) dari Pendamping Lokal Desa masih 

sangat rendah serta tidak adanya pengalaman kerja yang dimiliki.  

  Perilaku (attitude) terkait dengan pertanggungjawaban kerja dari 

Pendamping Lokal Desa tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang 

sesungguhnya dan terkesan sewenang-wenang. Kepemimpinan 

(Leadership) terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh Pendamping 

Lokal Desa dengan kepala desa belum maksimal dilaksanakan. Perbedaan 

penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di kecamatan 

Natar Lampung Selatan sedangkan penelitian penulis di desa Perawang 

Barat kecamatan Tualang kabupaten Siak. Selain itu pada penelitian 

terdahulu tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan 

penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah.50 

 
 49Komaruddin,” Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di 

Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)” (Lampung: Universitas Lampung, 

2018). 

 50Maria Christina, “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan 

Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” (Lampung: Universitas Lampung, 

2017). 
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4. Skripsi Karya Afid (2020) / Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam 

Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka Di Kec. Sindue Kab. Donggala. 

Hasil penelitian menunjukkan kinerja pendamping lokal dalam 

pembangunan desa belum semaksimal mungkin karna ada nya faktor 

internal yang ada pada pendamping desa itu sendiri maupun dari aparat 

desa. Karena agar mencapai kinerja yang semaksimal mungkin harus 

adanya kerjasama dan saling bersinerji antara pendamping lokal desa dan 

aparat desa dalam menangani masalah masyarakat dan masalah yang ada 

didesa.  

  Karena pendamping lokal desa merupakan jembatan antara 

masyarakat dan aparat desa agar terjalin kerharmoinsan sosial. Perbedaan 

penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di kecamatan 

Natar Lampung Selatan sedangkan penelitian penulis di desa Perawang 

Barat kecamatan Tualang kabupaten Siak. Selain itu pada penelitian 

terdahulu tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan 

penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah.51  

 

 
 51Afid, “Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa 

Dalaka di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala” (Palu: Universitas Tadulako, 2020). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat lapangan (field research). Penelitian lapangan 

yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 

belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya 

dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang 

apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.52 

 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.53 Metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung 

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu 

nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti 

 
52Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), Cet. Ke-22, h. 8 

 53Ibid., h. 8 
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ingin mengetahui Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa 

Berdasarkan Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Perspektif Fiqih Siyasah, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan 

Desa Berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.Perspektif Fiqih Siyasah Lokasi 

Penelitian. 

 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja 

dimana lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dan diambil berdasarkan tujuan peneliti. Penelitian ini dilakukan 

dalam lingkup Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak berdasarkan observasi awal bahwa belum maksimalnya peran 

pendamping desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan, daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015. 

 Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian sebagai infomasi, yang artinya orang pada latar 

penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini 

adalah Pendamping Desa APBN Perawang Barat, Pendamping Desa ADK 
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Perawang Barat, Kepala Desa Perawang Barat, Sekretaris Desa Perawang 

Barat, Juru Tulis Pemerintahan, Juru Tulis Pembangunan, Juru Tulis 

Pemberdayaan, Badan Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) Perawang 

Barat, tokoh masyarakat Perawang Barat dan masyarakat di desa 

Perawang Barat 

2. Objek Penelitian 

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peran pendamping 

dalam pembangunan desa berdasarkan Permendesa PDTT tahun 2015 

nomor 3 tentang Pendampingan Desa di desa Perawang Barat kecamatan 

Tualang kabupaten Siak perspektif fiqih siyasah. 

 Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas 

tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 

berintekasi secara sinergis.54 Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek 

penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 

tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi 

ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan 

dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.55 

 
54Sugiyono, op.cit., h. 215  
55Ibid, h. 216 
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Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai narasumber, partisipan, informan. Sampel dalam penelitian kualitatif 

bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.  

Dalam penelitian  ini, peneliti mengambil 12  informan yang terdiri dari 

1 orang Pendamping Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Perawang Barat, 1 orang Pendamping Desa Anggaran Dana Kampung  

Perawang Barat, 1 orang Kepala Desa Perawang Barat, 1 orang Sekretaris 

Desa Perawang Barat,  1 orang Juru Tulis Pemerintahan, 1 orang Juru Tulis 

Pembangunan, 1 orang Juru Tulis Pemberdayaan, 1 orang Badan 

Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) Perawang Barat, 2 orang tokoh 

masyarakat Perawang Barat dan 2 orang masyarakat di desa Perawang Barat. 

 Sumber Data 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang 

digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber 

data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di 

lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat 

dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer 

adalah 1 orang Pendamping Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Perawang Barat, 1 orang Pendamping Desa Anggaran Dana 

Kampung  Perawang Barat, 1 orang Kepala Desa Perawang Barat, 1 orang 
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Sekretaris Desa Perawang Barat,  1 orang Juru Tulis Pemerintahan, 1 

orang Juru Tulis Pembangunan, 1 orang Juru Tulis Pemberdayaan, 1 orang 

Badan Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) Perawang Barat, 2 orang 

tokoh masyarakat Perawang Barat dan 2 orang masyarakat di desa 

Perawang Barat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari 

literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.56 Sumber-sumber yang 

mudah diakses seperti dokumen desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 

dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 

3. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data 

primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Jurnal dan internet. 

 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

 

 

 
56Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156 



42 

 

 

 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap  gejala-gejala  yang  diteliti.57  Dengan  demikian  observasi 

dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan Daerah yang akan diteliti dan 

dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara 

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (interviewer) melalui komunikasi langsung.58 Proses 

pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, 

dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. 

3. Dokumentasi 

Teknik lain yang dapat digunakan penulis selama mengadakan 

penelitian untuk memperoleh data di lapangan adalah yaitu mencari data 

atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, 

dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya59. 

 Teknik Analisa Data 

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif 

kualitatif yang dipergunakan untuk asfek-asfek normatif (yuridis) melalui 

 
57P.Joko, Subagyo, Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT, Rineka 

Cipta 2004), h. 102. 
58Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta : PT 

Fajar Interpratama Mandiri 2017), h. 372. 

 59 Sugiono, op.cit., h.249. 
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metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari 

data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan umum.60 Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis 

deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini Hasil analisis tersebut dapat 

diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam 

mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang 

bersifat khusus.61 

 
60Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 

1986), h.112. 
61Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 

h. 104. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran 

Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Permendesa PDTT 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa di Desa Perawang Barat 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan 

Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. dapat diuraikan sebagai berikut: 

pendamping desa belum berperan secara optimal secara keseluruhannya. 

Meskipun demikian dalam hal perencanaan sudah sesuai dengan yang 

direncanakan atau dicanangkan oleh program desa. Pendamping desa ikut 

serta dan hadir dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang 

direncanakan dan dicanangkan. Dalam pelaksanaan, Pendamping desa 

hanya beberapa kali saja ikut mendampingi desa, dalam hal ini 

pendamping desa belum menjalankan tugas pendamping desa dengan 

optimal. Dalam pemantauan, pendamping desa sudah melaksanakan 

pemantauan pembangunan, tapi dalam hal tugas pendamping desa belum 

menjalankan tugasnya dengan optimal. 

2. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya 

dasar hukum yang jelas, kerja sama dan koordinasi yang cukup baik antara 
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pendamping desa dan pemerintah desa, keterbukaan pemerintah desa 

terhadap masukan pendamping desa, serta dukungan sebagian masyarakat 

dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan. Adapun faktor 

penghambat yaitu dari aspek keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat 

yang tidak merata serta kuantitas dan aspek kualitas. sehingga peran 

pendamping desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai ketentuan 

Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015. 

3. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan peran 

pendamping desa dalam pembangunan Desa Perawang Barat Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun 

prinsip amanah, musyawarah (syura), keadilan (‘adalah), dan 

kemaslahatan (maslaḥah) telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, namun dalam praktiknya peran pendamping desa 

belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, khususnya 

dalam aspek pengawasan dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip 

musyawarah telah dilaksanakan melalui forum musyawarah desa, tetapi 

partisipasi masyarakat masih terbatas, sehingga manfaat pembangunan 

desa belum dirasakan secara merata. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan pelaksanaan pendampingan desa agar selaras dengan prinsip 

Fiqih Siyasah Dusturiyah dan berorientasi pada keadilan serta 

kemaslahatan masyarakat. 
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 Saran 

1. Kepada Pendamping desa diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendesa 

PDTT Tahun 2015 Nomor 3, khususnya dalam pendampingan yang 

berkelanjutan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan desa. Pendamping desa perlu lebih aktif dalam melakukan 

pengawasan di lapangan serta memperkuat upaya pemberdayaan 

masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan 

proses pembangunan desa dapat meningkat. 

2. Kepada Pemerintah Desa Perawang Barat diharapkan dapat memperkuat 

kerja sama dan koordinasi dengan pendamping desa, serta meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Keterbukaan terhadap 

masukan pendamping desa perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan 

pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Permendesa 

PDTT Nomor 3 Tahun 2015 dan kebutuhan masyarakat desa. 

3. Kepada Masyarakat Desa Perawang Barat diharapkan dapat berpartisipasi 

secara lebih aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa, baik dalam 

musyawarah desa maupun dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. 

Partisipasi masyarakat yang aktif diharapkan dapat mendukung 

optimalisasi peran pendamping desa serta mewujudkan pembangunan desa 

yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana peran pendamping desa dalam merumuskan perencanaan 

pembangunan di Desa Perawang Barat? 

2. Apakah ada usulan program dari Pendamping Desa? 

3. Bagaimana peran pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa 

Perawang Barat? 

4. Apa saja saran yang diberikan pendamping desa dalam perencanaan hingga 

pelaksanaan pembangunan di Desa Perawang Barat? 

5. Bagaimana kerjasama antara pendamping desa dengan pemerintahan  desa 

dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di Desa Perawang 

Barat, apa berjalan dengan baik atau tidak? 

6. Bagaimana komunikasi antara pendamping desa dengan pemerintahan desa  

Apa berjalan dengan baik atau tidak? 

7. Apakah dalam kegiatan atau program yang dijalankan oleh Pendamping desa 

dan pemerintahan desa dilibatkan masyarakat desa atau tidak? 

8. Apakah program pendamping desa di Desa Perawang Barat sudah 

terealisasikan? 

9. Apakah peran pendamping desa sudah efektif di Desa Perawang Barat? 

10. Bagaimana peran pendamping desa ketika ada permasalahan di Desa 

Perawang Barat? 

11. Apa saja faktor pendukung dari kinerja pendamping desa di Desa Perawang 

Barat? 

12. Apa saja faktor penghambat terhadap kinerja pendamping desa di Desa 

Perawang Barat? 




